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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia secara faktual telah melipat gandakan jumlah penduduk miskin dari ± 25 juta jiwa di akhir tahun 1997 menjadi ± juta jiwa ditahun 1999.
 Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyetabilkan perekonomian masyarakat dan memberantas kemiskinan. Mulai dari strategi pemerintah berbasis Industry Subsitusi Impor (ISI) yang berlangsung awal tahun 70-an sampai tahun 80-an, sampai strategi Industri Promosi Ekspor (IPE) pada awal tahun 80-an. Namun upaya–upaya tersebut rupanya belum bisa memberikan hasil seperti yang diharapkan pemerintah, karena pada saat krisis tahun 1997 ternyata startegi pemerintah tersebut tidak mampu membuat perekonomian masyarakat tetap berdiri kokoh. Adanya krisis ekonomi tersebut, maka pemerintah kembali merubah dasar strategi ekonominya dengan sistem ekonomi kerakyatan dengan mendasar pada kebijakan meningkatkan peran perusaha sektor ekonomi UMKM.

Strategi pemerintah tersebut nampaknya masih belum bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari keadaan sekarang ini bahwa jumlah kemiskinan di negara ini tidak juga berkurang. Salah satu alternatif yang masih memiliki harapan untuk dapat mengatasi masalah ini adalah adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat di sini khususnya adalah masyarakat golongan menengah keatas (kaya) yang memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Apabila potensi masyarakat kaya ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif dan kontribusi dalam penyelesaian atas masalah perekonomian dan kemiskinan masyarakat.
Di Bangladesh, upaya non pemerintah untuk menjawab masalah kemiskinan telah dicoba melalui keberadaan lembaga sosial yang bernama Social Investment Bank Limiten (SIBL). Lembaga ini beroperasi dengan menggalang dana masyarakat kaya khususnya melalui dana wakaf tunai untuk kemudian dikelola, dimana hasil pengelolaannya disalurkan untuk masyarakat miskin.
 Untuk kasus Indonesia, upaya seperti yang telah dilakukan oleh SIBL tersebut merupakan satu alternatif menarik. Dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, maka upaya penggalangan serta pengelolaan dana wakaf tunai diharapkan dapat lebih terapresiasikan oleh masyarakat muslim. Di sisi lain keberadaan institusi–institusi syariah merupakan lembaga alternatif yang representatif untuk mengelola dana amanah tersebut, dimana lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU). Sayangnya, kemanfaatan wakaf ini belum optimal didapatkan di Negara Indonesia. Wakaf selama ini masih berada seputar di rumah ibadah, kuburan dan madrasah. Jika dilihat dari segi keagamaan, semangat ini tentunya baik, karena wakaf yang ada dimanfaatkan sebagai rumah ibadah dan dapat meningkatkan keimanan dari masyarakat. Namun, jika dilihat dari sisi ekonomis, potensi itu masih jauh dari yang diharapkan. Idealnya, wakaf dapat dikelola secara produktif dan dikembangkan menjadi lembaga Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bersama dengan zakat, wakaf dapat menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan.
Di Indonesia istilah wakaf tunai memang suatu hal yang baru dan belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Kebanyakan masyarakat hanya mengetahui bahwa wakaf itu hanya terbatas pada property seperti tanah dan bangunan saja. Keabsahan wakaf tunai memang masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama’. Namun fatwa-fatwa yang keluar dari sebagian ulama terkemuka seperti Muhammad bin Abdullah al-Anshori, Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dan kalangan Malikiyah, merupakan alasan yang kuat untuk dijadikan dasar bolehnya wakaf uang (tunai).
 Di sisi lain, di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur tentang wakaf tunai, yaitu Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dengan begitu permasalahan tentang keabsahan wakaf tunai tidak perlu dikhawatirkan lagi.
Terkait dengan pemanfaatan harta wakaf, dalam Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,  pada pasal 22 poin d dan e dijelaskan bahwa harta wakaf dapat diperuntukkan bagi kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan. Pada pasal 43 ayat 2 juga dijelaskan bahwa harta wakaf dikembangkan secara produktif. Dengan demikian peluang dikelolanya wakaf secara produktif baik dari aspek undang-undang maupun pemikiran mutakhir sangat memungkinkan.

Berdasarkan hal tersebut maka tidak akan salah apabila harta wakaf khususnya wakaf uang diinvestasikan kepada lembaga–lermbaga keungan syariah yang bertindak sebagai LKS-PWU, yang kemudian digunakan untuk membantu pembiayaan sektor ekonomi UMKM dengan harapan akan mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat persoalan yang paling mendasar di kalangan masyarakat adalah kurangnya kesejahteraan di bidang ekonomi yang berdampak pada banyaknya kemiskinan. Oleh karena itu akan sangat tepat bila penyaluran dana wakaf dalam bentuk pembiayaan produktif diarahkan ke sektor riil. Dengan memberikan pembiayaan kepada sektor ekonomi UMKM maka mereka akan memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit akan bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat dari krisis yang berkepanjangan. Tentunya semua dilakukan tetap dalam koridor syariah.
Wakaf berupa uang tunai atau cash juga memiliki keunggulan tersendiri diantara wakaf harta benda yang lain. Adapun keunggulannya yang pertama yaitu, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. Keempat, pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. Kelima, dana wakaf tunai dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulan dana wakaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana wakaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah. Dengan adanya lembaga yang concern dalam mengelola wakaf tunai, maka diharapkan kontribusi dalam mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan yang mendera bangsa akan lebih signifikan. Apalagi sebagaimana yang telah dihitung oleh seorang ekonom, Mustafa E. Nasution, potensi wakaf tunai umat Islam di Indonesia saat ini bisa mencapai Rp 3 triliun setiap tahunnya, bahkan bisa jauh bisa lebih besar. Hal ini, dikarenakan, lingkup sasaran pemberi wakaf tunai (wakif) bisa menjadi sangat luas dibanding dengan wakaf biasa. Sertifikat Wakaf Tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang kira-kira memiliki kesadaran beramal tinggi. Misalkan Rp 10.000,-, Rp 25.000,- 50.000,-, Rp 100.000,- Rp 500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 2.000.000. Jika jumlah umat Islam yang berwakaf 26 juta saja, maka bisa dihimpun dana lebih dari 22 triliun lebih.

Melihat potensi yang ada dalam pengelolaan harta wakaf guna membantu kesejahteraan masyarakat, maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang memiliki fungsi sangat penting dalam mengawasi dan mengembangkan harta wakaf, harus segera dibentuk pada masing–masing daerah. Peranan BWI agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan SDM yang benar–benar mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf, memahami masalah wakaf serta hal-hal yang terkait dengan wakaf. LKS-PWU yang akan memegang amanah mengelola harta wakaf juga harus benar–benar diseleksi oleh BWI, agar pemanfaatan harta wakaf dapat tepat sasaran dan berkembang secara produktif. Sehingga upaya untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emonomi masyarakat dapat benar–benar terealisasikan.
Penulis merasa bahwa ini merupakan fenomena perkembangan baru dalam bidang perwakafan. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait fenomena ini. Pihak LKS yang ditunjuk oleh menteri pun harus mempersiapkan berbagai strategi untuk menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat, dan juga alternatif pemanfaatan dana wakaf yang lebih produktif, mengingat tidak semua LKS dapat memiliki kewenangan untuk menerima dan mengelola wakaf tunai ini. Karena ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh LKS tersebut untuk dapat menerima dan mengelola wakaf tunai sebagaimana terdapat dalam PP No. 42 tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Perlu diketahui bahwa jumlah LKS PWU di Indonesia  sekarang masih mencapai 8 diantaranya yaitu, Bank Muamalat, Mandiri Syariah, BNI Syariah, DKI Syariah, Mega Syariah, BTN Syariah, DPD Jogja Syariah dan Bank Bukopin Syariah.
 Berhubung di Tulungagung belum  ada lembaga keuangan syariah yang menjadi LKS PWU, maka penulis melakukan penelitian terhadap lembaga lain yang dalam operasionalnya juga bertindak sebagai lembaga yang mengelola wakaf uang. Lembaga tersebut adalah LMI (Lembaga Manajemen Infaq) Tulungagung. Peneliti akan meneliti hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dana wakaf uang pada lembaga tersebut yang meliputi mekanisme penggalangan dana wakaf uang, pengelolaan dana wakaf uang, serta penyaluran hasil pengelolaan wakaf uang dalam lembaga tersebut. Dengan harapan nantinya penulis dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana wakaf uang oleh lembaga non keuangan, yang dari hal tersebut dapat dilihat apakah wakaf uang dapat memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian tentang “PENGELOLAAN DANA WAKAF UANG (Studi Kasus Pengelolaan Dana Wakaf Uang Pada Lembaga Manajemen Infaq Tulungagung)”.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana mekanisme penggalangan dana wakaf uang yang dilakukan oleh LMI Tulungagung?
2. Bagaimana pengelolaan dana wakaf uang yang dilakukan oleh  LMI Tulungagung?
3. Bagaimana penyaluran hasil pengelolaan wakaf tunai oleh LMI Tulungagung?
C. Tujuan Penelitian
Berkenaan dengan fokus penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu:
1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penggalangan dana wakaf uang yang dilakukan oleh LMI Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan pola pengelolaan dana wakaf uang yang dilakukan oleh LMI Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan penyaluran hasil pengelolaan dana wakaf uang oleh LMI Tulungagung.
D. Kegunaan Hasil Penelitian
Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan bagi umat Islam tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, sehingga dapat dijadikan sebagi bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama. Sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan serta mengoptimalkan sistem pengelolaan wakaf tunai khususnya di Indonesia.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga dari sana dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru tentang metode pengelolaan wakaf tunai yang efektif dan produktif, untuk kemudian dapat diaplikasikan serta dikembangkan di berbagai lembaga pengelola wakaf yang lainnya guna tercapainya tujuan wakaf secara maksimal.
E. Penegasan Istilah
Untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:
1. Konseptual
a. Pengelolaan
Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

b. Dana
Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan.

c. Wakaf
Wakaf adalah menahan asli harta dan mendermakan hasilnya di jalan Allah.

d. Wakaf Uang
Sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam pengertian tersebut, yang termasuk kedalam uang adalah surat-surat berharga.

2. Operasional
Pengelolaan dana wakaf uang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan LMI dalam mengelola dana wakaf uang, mulai dari upaya penggalangan dananya, model pengelolaan dananya serta pendistribusian dana wakaf uang.
F. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:
Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Dengan pendahuluan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.
Bab II berisi uraian tentang kajian teori yang dapat digunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Kumpulan kajian teori yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian di mana akan dilakukan dalam bab IV. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi ketidakjelasan hasil penelitian. Oleh sebab itu kajian teori ini diletakkan sebelum bab IV. Dalam bab II ini peneliti akan memaparkan tentang definisi wakaf uang, dasar hukum wakaf uang, syarat dan rukun dalam wakaf uang, potensi wakaf uang di Indonesia, serta beberapa wawasan mengenai Lembaga Keuangan Syari’ah, yang terkait dengan mekanisme kerja lembaga, struktur organisasi, dan hal-hal lain yang terkait.
Bab III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis penelitian, pendekatan yang dipakai, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data. Sehingga dari sini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.
Bab IV berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan deskripsi hasil penelitian tentang pengelolaan dana wakaf tunai oleh LMI Tulungagung. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini akan diuraikan tentang paparan data dan analisa hasil penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, data aset wakaf uang, mekanisme kerja lembaga dalam mengelola dana wakaf uang, dan hal lain yang terkait dengan pendistribusian dana wakaf uang di lokasi penelitian.
Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Penelitian ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksudkan sebagai konklusi penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan-harapan peneliti kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah yang dikaji dalam penelitian ini, agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wakaf selanjutnya.
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